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KATA PENGANTAR

Mengamati minat masyarakat Jawa Barat yang cukup besar untuk
mendirikan Koperasi menunjukkan bahwa masyarakat
berkeinginan untuk meningkatkan ekonominya secara berkoperasi.
Hal ini perlu direspon oleh pemerintah secara positif dan
ditindaklanjuti dengan memberikan bimbingan dan pelayanan yang
yang tepat mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang
berlaku, khususnya mengenai proses dan prosedur mendirikan
koperasiyang benar.

Setelah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor 01/Per/M.KUKM/1/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan, Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang merupakan
penyempurnaan dari keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor 104.1 Tahun 2002 tentang hal yang sama, maka pendirian
atau pembentukan koperasi di Indonesia berpedoman pada
peraturan tersebut. Penyempurnaan peraturan ini berkaitan
dengan keterlibatan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam
pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
sebagai penyesuaian terhadap pemberlakuan Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan UKM Nomor 98 tahun 2004 tentang Notaris
sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 ini mengatur prosedur
pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar
koperasi yang dibuat baik oleh Notaris maupun oleh pendiri
koperasi mengingat belum semua wilayah telah terdapat Notaris
Pembuat Akta Koperasi, sehingga proses pelayanan terhadap
masyarakat tidak terhambat walaupun di daerah yang
bersangkutan belum terdapat Notaris Pembuatan Akta Koperasi.



Untuk Provinsi Jawa Barat sampai saat ini di 26 Kabupaten/Kota
sudah terdapat Notaris dimaksud.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 01 tahun
2006 maka masyarakat, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan
Pembina Koperasi memiliki pedoman untuk memenuhi persyaratan
atau melakukan tahapan-tahapan dalam mendirikan atau merubah
anggaran dasar koperasi sehingga menghasilkan koperasi yang
kuat, mandiri, mengakar pada anggotanya dan sesuai nilai dan
prinsip koperasi.

Bandung, Januari 2010

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa Barat

Ttd

Drs. Wawan Hernawan, MA



PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/Per/M.KUKM/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN,
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan aparatur pemerintah dalam
pelaksanaan pemberdayaan koperasi,
khususnya yang berkaitan dengan
persyaratan dan tata cara pembentukkan
koperasi, pengesahan akta pendirian dan
perubahan anggaran dasar koperasi
dipandang perlu melakukan penyempurnaan
sistem dan prosedur pembentukan,
pengesahan akta pendirian dan perubahan
anggaran dasar koperasi;



Mengingat :

1.

bahwa penyempurnaan proses dan prosedur
pembentukan, pengesahan akta pendirian
dan perubahan anggaran dasar koperasi
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
diselenggarakan secara tertib, sehingga
dapat menciptakan kepastian hukum kepada
masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
dipandang perlu menetapkan Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Rl Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3502);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
(Lembaran Negara Rl Tahun 1994 Nomor 8);



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara
RITahun 2000 Nomor 54);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran
Negara Rl Tahun 2001 Nomor 62);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor
77),

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungis, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Negara Republik
Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1998 tentang Peningkatan
Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 7/KEP/MENEG/XII/2001



Menetapkan:

10.

11.

12.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menegah Republik
Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004
tentang Notaris sebagai Pembuat Akta
Koperasi;

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004
tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan dalam Rangka Pengesahan
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi
dan Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004
tentang Penugasan Pejabat Yang
Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi di Tingkat
Nasional.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN



MENENGAH TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN,
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh
para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat
anggaran dasar koperasi.

Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang
memuat sekurang-kurangnya:

AT T TQo0 00

daftar nama pendiri;

nama dan tempat kedudukan;

jenis koperasi;

maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuan mengenai keanggotaan;
ketentuan mengenairapat anggota;
ketentuan mengenai pengelolaan;

ketentuan mengenai permodalan;

ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
ketentuan mengenai sanksi.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri



10.

11.

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan
pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar
koperasi.

Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris
Pembuat Akta Koperasi dan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.

Pendiri adalah orang-orang dan atau badan hukum-badan
hukum koperasi yang bersepakat membentuk koperasi,
memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri
menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.

Kuasa pendiri adalah orang yang diberi kuasa oleh para pendiri
untuk menghadap pejabat yang berwenang dalam rangka
pembuatan dan / atau proses pengesahan akta pendirian
koperasi.

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang seorang.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan badan hukum koperasi.

Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara
teratur dan rapi serta di tandatangani oleh Notaris Pembuat Akta
Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.

Notulen Rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang
disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh
pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta
rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.

Akta pernyataan keputusan rapat adalah akta yang dibuat
berdasarkan notulen rapat yang ditandatangani oleh Notaris.



12.Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih
dengan koperasi lain.

13.Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi
satu koperasi baru.

14.Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua
koperasi atau lebih.

15.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk
memberikan pedoman mengenai persyaratan dan tata cara
pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan
anggaran dasar koperasi - kepada :

a. para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecildan Menengah;

b. para pejabat yang menangani urusan perkoperasian di Propinsi
dan Kabupaten/Kota;

c. Notaris Pembuat Akta Koperasi;

masyarakat;
e. gerakankoperasi

Q



BAB Il
PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3

(1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi waijib
memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

(2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a.

Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan
dan kepentingan ekonomi yang sama;

Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;

Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a
adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan
mampu melakukan perbuatan hukum;

Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer
yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk
menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;

Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak
secara ekonomi, dikelola secara efesien dan mampu
memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;

Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung
kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;

Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola
koperasi.



Pasal 4

(1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan
koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan
rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain
penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang
diperlukan untuk pembentukan koperasi.

(2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan
penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh pejabat dari intansi
yang membidangi koperasi, kepada para pendiri.

Pasal 5

(1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat
pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili oleh orang yang telah
diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi
yang bersangkutan.

(2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau
beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri

(3) Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi
koperasi dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat
nasional dihadiri oleh Pejabat Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

b. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat propinsi
dihadiri oleh Pejabat Dinas/Intansi yang membidangi



koperasi tingkat propinsi;

c. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat
Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Intansi yang
membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota.

(4) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (3)
dibahas antara lain mengenai poko-pokok materi muatan
anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan
pengawas yang pertama.

(5) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama
pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi, maksud
dan tujuan, jenis koperasi, bidang usaha,ketentuan mengenai
keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas,
pengelola,permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian
sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.

(6) Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi waijib

dituangkan dalam:
a. Berita acara rapat pendirian koperasi, dan
b. Notulen rapat pendirian Koperasi. Contoh lampiran 1

BAB IV
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6

(1) Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan
sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan Notaris
Pembuat Akta Koperasi.

(2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau
kuasanya dan Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat
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berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan
akta pendirian koperasi.

(3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan
pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.
Contoh lampiran 2

Pasal 7

(1) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, maka
permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan
dengan melampirkan :

o

1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;

Contoh Lampiran 3

b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan
ditandatangani oleh Notaris;

c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-
kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan waijib
yang wajib dilunasi oleh para pendiri;

d. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke
depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan
Koperasi;

e. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri
koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian
koperasi diajukan dengan melampirkan :

a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya
bermaterai cukup; Contoh Lampiran 4
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b. Dataakta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani
oleh kuasa pendiri; Contoh Lampiran 5

c. Notulenrapat pembentukan koperasi;

d. Suratkuasa;

e. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-
kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib
yang wajib dilunasi oleh para pendiri;

f. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke
depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan
Koperasi;

g. Daftarhadirrapatpembentukan;

Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dari para pendiri;

i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat
anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan
pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta
pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing koperasi
pendiri.

=

(3) Pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima
kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan
pengesahan akta pendirian dan lampirannya sebagaimana
dimaksud ayat (2) telah lengkap dipenuhi. Contoh Lampiran 6

Pasal 8

(1) Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau
verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan.

(2) Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap
koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan
domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan
keanggotaannya.
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(3) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu
penyusunan akta pendirian.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan Pejabat
sebagaimana dimaksud pasal 8 menilai koperasi tersebut
layak untuk disahkan, maka pejabat pengesahan akta
pendirian koperasitersebut. Lampiran 7

(2) Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka
waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung
sejakditerimanya permintaan pengesahan secara langsung.

Pasal 10

(1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat
pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang.

(2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian
koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan
hukum koperasi.

(3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf
“BH” dan kode daerah yang bersangkutan. Contoh lampiran 8

Pasal 11

(1) Surat keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pasal 9
dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku
Daftar Umum Koperasi. Lampiran 9
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(2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, surat
keputusan pengesahan akta pendirian koperasi disampaikan
secara langsung kepada pendiri atau kuasa pendiri.

(3) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para Pendiri, surat
keputusan pengesahan akta pendirian koperasi beserta satu
akta pendirian koperasi yang telah diberi nomor, tanggal badan
hukum dan ditandatangani oleh Pejabat yang mengesahkan
disampaikan langsung kepada kuasa pendiri.

(4) Surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang
diterbitkan oleh pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota
ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.

(5) Surat Keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita
Negar Republik Indonesia melalui Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, kecuali ada ketentuan yang

mengatur lain.
Pasal 12

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi
ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas
permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada
kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling
lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan
pengesahan secara lengkap. Contoh Lampiran 10

(2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau
kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan
atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama
satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan
penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana
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dimaksud pasal 8 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang
disarankan dalam surat penolakan.

(3) Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian
memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang
mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Pejabat yang berwenang, memberikan keputusan terhadap
permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat
satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang
pengesahan secaralengkap.

(5) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka
surat Keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan
langsung kepada kuasa pendiri dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3).

(6) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan
penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau
kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
Contoh lampiran 11

(7) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan

keputusan akhir.
Pasal 13

(1) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan
dalam jangka waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (2) atau satu bulan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (4), maka akta pendirian koperasi diberikan
pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan
berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
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1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

(2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih
dalam penyelesaian, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali
dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk
kepentingan calon anggota atau koperasi.

(3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota
memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab
pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah
dilakukan.

(4) Apabila Rapat Anggota menerima maka kegiatan usaha atau
tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi
beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak maka segala
akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum
tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

PASAL 14

(1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan
keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar
koperasi yang bersangkutan, dan waijib dituangkan dalam :

a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang
dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, apabila rapat
perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris; atau
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b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi
yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris
rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat
perubahan anggaran dasar tidak dihadiri Notaris. Contoh
lampiran 12

(2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan
apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas
persetujuan dari pengadilan.

Pasal 15

(1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut
beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan

koperasi.
(2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut

perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian
koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.

(3) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud ayat (2), diajukan secara tertulis oleh
Pengurus kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang
menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh
Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus
melampirkan :
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f.

satu salinan Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah
dirubah bermaterai cukup;

berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan
rapat bermaterai yang ditandatangani oleh Notaris
mengenai rapat perubahan anggaran dasar;

notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat
akta pernyataan keputusan rapat;

. data akta perubahan anggaran dasar yang ditandatangani

Notaris;

foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama
yang telah dilegalisir oleh Notaris;

dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang
menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat
oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan
pengesahannya harus melampirkan:

a.

g.
h. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah,
satu diantaranya bermaterai cukup;

data akta pendirian koperasi. Contoh Lampiran 13 dan data
perubahan anggaran dasar koperasi. Contoh Lampiran 14
notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;

. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar

koperasi;

. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang

lama;
foto copy buku daftar anggota;
nomor pokok waijib pajak;

(3) Bentuk surat permintaan pengesahan sebagaimana. Contoh
Lampiran 15
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Pasal 17

(1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang
menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Notaris,
pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

a.

e.

f.

g.

satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah
diubah, bermaterai cukup.

data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
hasil penggabungan.

berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat
perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima
penggabungan.

. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari

masing-masing anggota koperasi yang bergabung.
neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung.
neraca awal koperasi hasil penggabungan.

doumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang
menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh
Pengurus Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya
harus melampirkan:

a.

dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah
diubah satu diantaranya bermaterai cukup;

data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
hasil penggabungan,;

notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan
anggaran dasar Koperasi yang menerima penggabungan,;

. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing-

masing koperasi yang bergabung;
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©)

(1)

(2)

20

neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
neraca wal koperasi hasil penggabungan,;

foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan;
dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

e ™o

Bentuk surat permintaan pengesahan sebagaimana. Contoh
Lampiran 16

Pasal 18

Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang
menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Notaris,

pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
a. satusalinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah

bermaterai cukup;

b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
yang dibagi;

c. berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat
perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;

d. neracabaru dari koperasi yang bagi;

e. foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh
Notaris;

f. foto copytandadaftar perusahaan;

g. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang
menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Pengurus
Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus
melampirkan :

a. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah
diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;



b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
yang dibagi;

c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi
yang dibagi;

d. daftar neracayang baru dari koperasiyang dibagi;

e. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar
koperasi;

f. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;

g. nomor pokok waijib pajak;

h. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Bentuk surat permintaan pengesahan sebagaimana. Contoh
Lampiran 17

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan tanda terima
kepada pengurus koperasi atau kuasanya apabila surat
permintaan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud
pasal 16,17 dan 18 telah lengkap. Contoh lampiran 18

(2) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran
dasar, melakukan penelitian terhadap materi perubahan
anggaran dasar yang diajukan oleh pengurus koperasi atau
kuasanya.

(3) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian
dan peraturan perundang-undangan lainnya.
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Pasal 20

(1) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut
tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang
Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya,
maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan
Anggaran Dasar Koperasi dengan surat keputusan pejabat.
Lampiran 19

(2) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung
sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.

(3) Surat keputusan pengesahan beserta perubahan anggaran
dasar koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus
koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka
waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan
pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai
disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.

(4) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus
dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru
hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan

dalam waktu yang bersamaan.
(5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam

Buku Daftar Umum.

(6) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar
Koperasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan dan dikirim
kepada menteri.
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(7) Surat Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar
koperasi diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik
Indonesia melalui Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.

Pasal 21

(1) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar
koperasi tidak berakibat merubah nomor dan tanggal badan
hukum Koperasi yang telah dikeluarkan.

(2) Nomor surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar
koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan
huruf “PAD” dan kode Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10
ayat (3).

Pasal 22

(1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar
koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta
alasannnya disampaikan secra tertulis kepada pengurus
koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka
waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya
pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar
koperasi secaralengkap. Contoh Lampiran 20

(2) Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar
ditolak, maka anggaran koperasi yang lama tetap berlaku.

(3) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan
dalam jangka waktu satu bulan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20 ayat (2) atau pasal 22 ayat (1), maka pengesahan
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perubahan anggaran dasar koperasi diberikan berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang
Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 23

Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut
bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi diatur
sebagai berikut :

24

a.

Perubahan anggaran dasar tersebut tidak perlu
mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang,
tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota
koperasi yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar
koperasi yang bersangkutan;

Berita acara rapat perubahan anggaran dasar atau
pernyataan keputusan rapat dan notulen rapat perubahan
anggaran dasar serta akta perubahan angaran dasar waijib
dilaporkan kepada pejabat oleh pengurus koperasi paling
lambat satu bulan sejak Perubahan Anggaran Dasar
dilakukan;

Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan
anggaran dasar koperasi tersebut dalam media masa
setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak
perubahan dilakukan;

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang
waktu paling lama empat puluh lima hari;



e. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf ¢, maka
perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak mengikat
pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;

f. Akibat yang timbul karena tidak dilakukannya kewajiban
sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi tanggung
jawab pengurus koperasi;

g. Pejabat yang berwenang, menyimpan laporan keputusan
rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi
tersebut dalam bundel arsip surat keputusan pengesahan
perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;

h. Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada
pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka
yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat yang
berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Khusus untuk koperasi sekolah, akta pendirian dan perubahan
anggaran dasar tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini,
tetapi cukup mendapat pengakuan dan didaftarkan pada Dinas /
Instansi yang menangani urusan perkoperasian di daerah
Kabupaten/Kota di tempat kedudukan koperasi sekolah yang
bersangkutan.

25



BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor :
14.1/KEP/M.KUKM/X/ 2002 tentang petunjuk pelaksanaan
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkadi : Jakarta
Padatanggal : 9 Januari2006

Ménteri Negara

-~
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Lampiran 1

Notulen Rapat
Pendirian Koperasi

Hariini PRSP
Tanggal PP PPP T RUPPPPPPPRPIN
Pukul e —————————— wIB
Tempat e
PimpinanRapat @ ...
Isirapat e ————————

Telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dihadiri
(o] =1 o T orang peserta, dengan pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta

USSR PP PRSPPI
4. Danseterusnya.

- Pesertarapat masing-masing menyampaikan ............... dan seterusnya.
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
- Pesertarapat menyampaikan:

1. Menyetujui................ (Misalnya Anggaran Dasar Koperasi)

2. MENYEIUJUI et

3. Danseterusnya.

- Pimpinan rapat menyampakan kesimpulan akhirrapat........... dan seterusnya.

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka
pimpinan rapat menutup rapat padajam ............ccc....... WIB.

Dari segala sesuatu yang tersebut dahulu, maka dibuatkanlah Notulen Rapat
ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Peserta Rapat Pimpinan Rapat
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Lampiran 2

KOPERASI......ccovccirrenerrrneenn
Nomor PP UPUTRTRT
Lampiran : 1(satu)berkas
Perihal . Permohonan pengesahan
Akta pendirian Koperasi
KepadaYth,

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala
Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinis/D.|
.................. atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan
Perkoperasian Kabupaten/Kota ..............ccoeiiiiiiiec e *)

D]

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi ...........ccccocceeeieiiiiieenenn.
di catat dan mendapatkan pengesahan akta pendirian/badan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami
lampirkan:

1. Duarangkap akta pendirian koperasi .......... satu diantaranya bermaterai cukup

Data Akta Pendirian Koperasi,
Notulen rapat pembentukan koperasi,
Surat Kuasa,

Surat bukti tersedianya modal,
Rencanakegiatan usaha koperasi,
Susunan Pengurus dan Pengawas,
Daftar hadir rapat pembentukan,

Foto copy KTP dari para pendiri.

©CENOORWN

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Kuasa Pendiri

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan
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Lampiran 3a

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI .....ccveerririeesiaeinns
[\\[e] 11 o L,
Pada hariini.......c....c...... tanggal .............. TP YPukul ... Waktu
IndonesiaBagian ..........cccccooveeiiiininnn.
Berhadapan dengan saya ..................... Sarjana Hukum, Notaris yang
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
nomor......... tanggal ................ ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi,
dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota ....... dan berkantor di ............... dengan

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir
aktaini.

1. Tuan e dst
2. TuAN dst
Yang selanjutnya ........ccccooceeeiiieeiiineenee, dst

Menurut keterangan penghadap, penghadap, bertindak :

a. Untukdirisendiri.

b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal ........... T )
bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama:

1. Tuan i, dst

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa pada hari ...... tanggal ........... jam ... sampai dengan jam
............ bertempat di .....................jalan ...............telah diadakan rapat
pendirian koperasi ............ berkedudukan dan berkantor di
.................. sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam
Notulen Rapat tertanggal ................ bermaterai cukup dilekatkan pada minuta
ini.

- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir ............ orang, yang merupakan pendiri
koperasi,

- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut
menyatakan bahwa rapat anggota pendiri koperasi telah memutuskan antara
lain sebagai berikut.

- Menyetujui susunan pengurus koperasi.
a. Menyetujuiisianggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut :
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BAB |
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

BAB Il
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

BAB Il
TUJUAN DAN USAHA

3. Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan
menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota, Koperasi
lain dan atau anggotanya.

4. Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan terpisah dari unit usaha
lainnya.

5. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang
mempunyai keahlian di bidang keuangan, atau pernah mengikuti pendidikan
simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

BAB IV
KEANGGOTAAN
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BAB V
RAPAT ANGGOTA
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BAB VI

BAB ViI
PENGAWAS
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BAB Vil
PENGELOLAAN USAHA

BAB IX
PENASEHAT

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
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BAB XI
MODAL KOPERASI

BAB Xii
SISA HASIL USAHA

BAB Xiil
PEMBUBARAN

a. Keputusanrapatanggota, atau
b. Keputusan Pemerintah apabila:
- terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- kelangsungan hidupnya tidak dapatlagi diharapkan.
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BAB XIV
SANKSI

BAB XV

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal .......
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus
yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan koperasi yang

dilaksankan di .............. pada hari ........ tanggal .......... bulan................. tahun
BAB XVII
PENUTUP
Pasal .......

Terhitung mulaidari....... untuk pertama kalinya diangkat sebagai

Pengawas :

1. Nama PO U PP PP TOPOURTOPRRPRIN
Tanggallahir ...
PeKeraan i
Alamat E P OO UPPPPO RSP PUPPPPTN
KTP No. PP SRR URTOPRTRN
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2. Nama e e eeeeee et eaaaereer———————————

Tanggallahir ...

PeKeraan

Alamat e e e

KTP No. USRS
3. dst.

Pengurus:

Ketua : Nama e ettt et eeeeeeeeeeeeeeeeaeaaea—e—————— i rrtraaaaaaaas
TanggalLahir e
Pekerjaan RO PP PP T TP TP TOPRPIN
Alamat et eee et e et e e eeeeeeeeeeet—— e aeaaeaaeerra——_,
KTP No. ettt eteee e e teeeeeeaaaaeeeeee e e —neaaaeeaataeeaaeaaann
Sekretaris : Nama e e e e e ee e e i e eeieee e ——————————————aaaaaaaaaaas
TanggalLahir .
Pekerjaan PRSP RRR
Alamat et e ettt ——rretataaaaaaaaaaeaaaaaanannnnnnrnnnn
KTP No. ettt —r et et ataaaaaaaaaaeaaaaaaaannnnnnrnnnn
Bendahara : Nama e et —e e e e e ——eee e e et ——eae e e n—raaaeeaanraaes
TanggalLahir ..o
Pekerjaan OO P OO U PP PP TP UPPPPPPNt
Alamat e eeeeeeeeeeeeeaa e eeeeeeeeeetetan— e aaaaeearrrrn—n_,
KTP No. e e — i ——etetatataaaaaaaaaaaaaaaaanaanaara——_
Pasal .......

Pengangkatan anggota Pengurus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali
diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.

Tuan/Nyonya ........c.cce..... bertempat tinggal di ...... diberi kuasa untuk mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian ini, di kantor yang berwenang dan
menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang
berkaitan dengan permohonan pengesahan.

DEMIKIAN AKTA INI
- Dibuat dan ditandatanganidi ............ pada hari dan tanggal seperti disebutkan
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh............... keduanya .......... dan
bertempattinggal di.....dandi......... Sebagai saksi-saksi.

- Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para
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penghadap dan saksi-saksi. Maka ditandatangani akta ini oleh penghadap
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Minuta akta ini ditandatangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi
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Lampiran 3b

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM.......cccccverreeeeenennnnene
[\ o 11 oY

Pada hari ini, ............... tanggal ......cccooeiiieenn. (cevmeeeeeeieeen ) pukul ...
Waktu IndonesiaBagian ...........cccoccoeeeiniinenen.

Berhadapan dengan saya .................. Sarjana Hukum, Notaris yang berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
................... tanggal ................ ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi,
dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota .................... dan berkantor di ................
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam
bagian akhir aktaini.

1. Tuan dst
2. TUAN e dst
Yang selanjutnya ..........cccccceeeininnnnn. dst

Menurut keterangan penghadap, penghadap, bertindak :

- Untuk diri sendiri.

- Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal ........... [P )
Bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah
bertidak untuk dan atas nama:

1. Tuan dst

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan terlebih dahulu':

- Bahwapadahari................ tanggal ........cccen. jam . sampai dengan
jam ... bertempat di ................ jalan . telah diadakan rapat
pendirian koperasi .............. berkedudukan dan berkantor di .................
sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Notulen Rapat
tertanggal ................ bermaterai cukup dilekatkan pada minuta ini.

- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir .......... orang, yang merupakan pendiri
koperasi,

- selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut
menyatakan bahwa rapat anggota pendiri koperasi telah memutuskan antara
lain sebagai berikut.

- menyetujui susunan pengurus koperasi.

- menyetujuiisianggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut:
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BAB |
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(2) Koperasi............ ini termasuk dalam jenis koperasi..............c.ccce....

(3) Koperasidapat........cccceiiiiiiiiiiiiiiii e dst

BAB Il

BAB llI
TUJUAN DAN USAHA

BAB IV



BAB IV
RAPAT ANGGOTAAN

BAB VI
PENGURUS



BAB VI
PENGAWASAN

BAB Vi
PENGELOLAAN USAHA

1. Mempunyaipengetahuan, keahlian dan wawasan di bidang simpan pinjam

43



BAB IX

BAB X

Pasal .......

BAB Xl

BAB Xii
SISA HASIL USAHA
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BAB Xl
PEMBUBARAN

Pasal .......
a. Keputusan RapatAnggota, atau
b. Keputusan Pemerintah apabila:
- terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

BAB XIV
SANKSI

BAB XV

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal .......
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan
Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal .......
Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan ....................
yang dilaksanakan di Jakarta pada hari .............. tanggal ..... bulan ............c........
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BAB xVII

PENUTUP
Pasal .......

Terhitung mulaitanggal .................. untuk pertama kalinya diangkat sebagai

Pengawas :

1. Nama et E e e e ee e eEteeeeeeaabaeeeeeeaaaeeeeeeeaanneeeaeeaanaaeaaeaan
Tanggallahir ...
Pekerjaan o
Alamat PO EPP PRI
KTP No. ettt et et e bt e et e te e te e ae et e aneeenaeas

2. Nama PP PPUPPTPTPT N
Tanggallahir ...
Pekerjaan e
Alamat et E e e e ee e eEteeeeeeaabaeeeeeeaaaeeeeeeeaanneeeaeeaanaaeaaeaan
KTP No. ettt e e aE e et e e e e baee e e e e e et e e e e e e nneeeeeeanntaneeeeaan

3. dst.

Pengurus :

Ketua BSOS PPPPPPRPT

Sekretaris 1 e

Bendahara @ ...

Pasal .......

Pengangkatan anggota Pengurus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali
diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.

Pasal .......
Tuan/Nyonya ................. bertempat tinggal di ..........ccccone. diberi kuasa untuk
mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ini, di kantor yang
berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang
diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan ditandatangani di .................... pada hari dan tanggal seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ...............cccvvveeees
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keduanya .............. dan bertempat tinggal di ................. dan di
sebagai saksi-saksi.

Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para
penghadap dan saksi-saksi. Maka ditandatangani akta ini oleh penghadap
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Minuta akta ini ditandatangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi.
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Lampiran 4a

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI ...,

Kamiyang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

2. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

3. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

4. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi ................... yang diselenggarakan pada
tanggal ........c........ ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk
pertama kalinya sebagai pengurus koperasi ................. dan menyatakan
mendirikan koperasi serta menandatangani anggaran dasar koperasi yang isinya
sebagai berikut:

BAB |
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) ettt
(2) Koperasi..........c....... ini termasuk dalam jenis koperasi ..........ccccceeeeerinneen.
() weeretee ettt dst
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BAB Il
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal .......
Pasal .......
BAB Il
TUJUAN DAN USAHA
Pasal .......
L e
2 e

3. Kegiatan unit Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan
menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota, Koperasi
lain dan atau anggotanya.

4. Pengelolaan unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit
usahalainnya.

5. Pengelolaan unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang
mempunyai keahlian di bidang keuangan, atau pernah mengikuti pendidikan
simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

BAB IV
KEANGGOTAAN
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BAB VI
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BAB VI
PENGURUS

BAB VI
PENGAWAS
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BAB Vil
PENGELOLAAN USAHA

BAB IX

BAB X

BAB Xl
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BAB Xii
SISA HASIL USAHA

BAB Xiil
PEMBUBARAN

Pasal .......
a. Keputusan RapatAnggota, atau
b. Keputusan Pemerintah apabila:
- terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

SANKSI
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BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal .......
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus
yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XViI

PENUTUP

Pasal .......
Demikian anggaran dasar koperasi ............ccccoe.. ini ditetapkan dan ditanda
tangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan koperasi
yangdiselenggarakandi............cccccooiiiiiennni. padatanggal ........ccccooiiiiiiiiniinnnn.

Nama Jabatan Tanda tangan

L i e eeeeesee e
2 e e
B s e e
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Lampiran 4b

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM.........ccccovimiiuninnnns

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

2. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

3. Nama
Pekerjaan
Alamat
KTP No.

4. Dst.

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi ............cccccocueee. yang diselenggarakan
pada tanggal ........ccccoeieeiiiinnns ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan
sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus Koperasi ..........ccccocoeeeiiieenne
dan menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani anggaran dasar
koperasi yang isinya sebagai berikut:

BAB |
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Koperasiinibernama ...........cccooiiiiiiiiiiiic e dst
(2) Koperasi........ccuece... initermasuk dalam jenis koperasi ..........cccccceeeenn. dst
(3) Koperasi dapat........c.uueeiiiiiiieie e dst
BAB Il

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP



BAB IlI
TUJUAN DAN USAHA

BAB IV

BAB V

56



BAB VI
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BAB VI
PENGAWAS

BAB Vi
PENGELOLAAN USAHA

Pasal .......
1. Mempunyai pengetahuan, keahlian dan wawasan di bidang simpan pinjam.
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BAB IX
PENASEHAT

BAB X

BAB XI

BAB Xil
SISA HASIL USAHA
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BAB Xill
PEMBUBARAN

Pasal .......
a. Keputusan Rapat Anggota, atau
b. Keputusan Pemerintah apabila:
- terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

BAB XIV
SANKSI

BAB XV

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal .......
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus
yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Koperasidan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal .......
Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan .....................
yang dilaksanakan di Jakarta pada hari ............. tanggal .......c........ bulan

...................... tahun...............



BAB XVII

PENUTUP

Pasal .......
Demikian anggaran dasar Kkoperasi ..............c......... ini ditetapkan dan
ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan
koperasi yang diselenggarakan di ............cccciiiiiiiiiiinnn. pada tanggal
Nama Jabatan Tandatangan
PSPPI
2 s e e e
B s e e
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Lampiran 5

DATA AKTA PENDIRIAN KOPERASI

(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.25/92)

Nama Koperasi
Tempat Kedudukan

NPWP Koperasi

A. Nomor

B. Kantor Pelayanan Pajak
yang mengeluarkan

Jenis Koperasi

*  Simpan Pinjam
Konsumen
Produsen
Pemasaran
Jasa

EE

*

a. Akta Pendirian

Tanggal dan Nomor akta :

Nama dan Tempat
Kedudukan Notaris
b. Akta Perubahan *)

Tanggal dan NomorAkta :

Nama dan Tempat
Kedudukan Notaris

Para Pendiri Koperasi

6.1.Nama Lengkap
Status Pekerjaan
Tempat & Tgl Lahir
Alamat Jelas
Kewarganegaraan

a. Koperasididirikan

b. Jika denganjangka waktu
Terbatas, didirikan untuk
Jangka waktu

Maksud dan Tujuan Kop.



9. Kegiatan Usaha

10. a. Modal dasar Koperasi

sebesar D RP (evereee e )

b. Penyetoran Simpan Pokok

sebesar D RP R )

c. Simpanan Wajib yang
telah disetor sebesar D RP (cereerre e )

11. Pemanggilan RapatAnggota
a.

b.

C.

12. CaraPemanggilan

Jangka waktu pemanggllan

Rapatanggota e hari sebelum tanggal rapat
Jangka waktu pemanggilan
RapatAnggota Tahunan : ....................... hari sebelum tanggal rapat
Jangka waktu pemanggilan
RapatAnggotaluarbiasa : ........ccccccceeeees hari sebelum tanggal rapat

Surat tercatat dan atau surat kabar harian

Rapat Anggota

13. Tempat Rapat Anggota

14. Korumrapatdan persyaratan sahnya keputusan

No.

Rapat Anggota Korum Keputusan

a.

Rapat Anggota tahunan
Rapat Anggota 1
Rapat Anggota 2

RA luar biasa ditulis c, d, e, dan f
Rapat Anggota 1
Rapat Anggota 2

Rapat Anggota untuk perubahan anggaran dasar
Rapat Anggota 1
Rapat Anggota 2

Rapat Anggota untuk:

Mengalihkan/ menjaminkan sebagian besar atau
seluruh kekayaan koperasi

Memperpanjang jangka waktu berdirinya
koperasi karena jangka waktunya berakhir
Penggabungan/Peleburan/Pembagian
Pembubaran koperasi
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15. Pengurus dan Pengawas

Pengurus
a. Tata cara pencalo e a e e e e e e e e e e
b. Syarat-syarat pengangkatan ...
c. Anggota Pengurus diangkat
oleh Rapat Anggota untuk
jangka waktu e tahun
d. Jumlah anggota pengurus L e orang
Dengan susunan L e orang
Direktur Utama/Ketua/PreS|den Direktur *): ..occoeiineee. orang Direktur
D.1. Direktur Utama/Ketua/
Presiden Direktur®)
Nama lengkap e ————————————————————
Tempat & tanggal [ahir — © .
Alamat jelas e
Kewarganegaraan L e
d.2. Wakil Direktur Utama/Wakil
Ketua/Wakil Presiden dlrektur
Nama lengkap e eeeas
Tempat & tanggal [ahir = .o
Alamat jelas e
Kewarganegaraan L e
d.3. Direktur
Nama lengkap s
Tempat & tanggal [ahir e
Alamat jelas e e e e nnaeeeas
Kewarganegaraan L s
e. Rapat pengurus
Korum Rapat e ————————————————————
Keputusan e ———————————————
Pengawas
a. Tata cara pencalonan OOV PR SUPRROPPN
b. Syarat-syarat pengangkatan ;...
c. Anggota Pengawas diangkat
oleh RA untuk jangka waktu @ ... tahun

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya

*) Coret yang tidak perlu.
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Lampiran 6

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

PERKOPERASIAN
PROVINSI .......ccoeirrene ATAU DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
KABUPATEN/KOTA .....ccccovirrnernnnnns *)
..................... B e | PR

Nomor PPN
Lampiran .
Perihal : Penerimaan permintaan Pengesahan

Akta Pendirian Koperasi.
KepadaYth
SAr. e
Pendiri Koperasi..........cccoeeevvivviinnenns
di-

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara nomor .....................
tanggal............... beserta lampiran-lampiran :

1. Duarangkap akta pendirian, satu diantaranya bermaterai cukup,
Data akta pendirian koperasi,

Notulen rapat pembentukan koperasi,

Surat Kuasa,

Surat bukti tersedianya modal,

Rencana awal kegiatan usaha,

Susunan pengurus dan pengawas,

Daftar hadir rapat pembentukan,

Foto copy KTP dari masing-masing anggota pendiri

CoNIOhWN

Telah kami terima pada tanggal ................. dan sesuai dengan ketentuan Undang-
undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka permintaan saudara
tersebut segera diproses.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
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DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG
MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
PROP/KAB/KOTA ... *)

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
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Lampiran 7a

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan Perkoperasian
Provinsi/D.l @ ..o *)

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pendirian Koperasi ............... bertujuan antara lain
untuk mengembangkan potensi ekonomi dan
kesejahteraan anggotanya

b. bahwa pendirian Koperasi ................ dapat
mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi

c. bahwa isi Akta Pendirian Koperasi ............... tidak
bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor :
25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat
disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian
Koperasi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 116 tahun 1992);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);

3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
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Memperhatikan

PEERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth. :

123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan
Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari

pendiri............ Nomor: ......cccceeeiiiee. tanggal ......cooocvieeeenn.
MEMUTUSKAN
: mengesahkan akta pendirian .............ocoiiiiiins untuk
selanjutnya disebut ... beralamat/bertempat
kedudukandi...............

: dengan disyahkannya akta pendirian koperasi sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut
memperoleh status badan hukum.

nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian koperasi
beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat
dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.

keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

" diketahui.
: agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan

pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkandi:
Padatanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
GUBERNUR PROVINSI ........cccceeenee.
Kepala Dinas/Kantor.Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi ......c.ccccevveeennee. *)

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. GubernurProvinsi........cccocccveiieeeniiee e

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
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Lampiran 7b

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan Perkoperasian
Kabupaten/Kota: .........cccocciniimminiiniersneeesseenns *)
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

o

REPUBLIK INDONESIA

bahwa pendirian Koperasi ............... bertujuan antara lain
untuk mengembangkan potensi ekonomi dan
kesejahteraan anggotanya

bahwa pendirian Koperasi ................ dapat
mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi

bahwa isi Akta Pendirian Koperasi ............... tidak
bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor :
25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat
disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian
Koperasi tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 116 tahun 1992);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor :
123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan
Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta
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Memperhatikan

PEERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth. :

Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari

pendiri .............. Nomor. .......ccceveeinne tanggal .......cccceeeeene
MEMUTUSKAN

: mengesahkan akta pendirian ...................... untuk selanjutnya

disebut.............. beralamat/bertempat kedudukandi...............

. dengan disyahkannya akta pendirian koperasi sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut
memperoleh status badan hukum.

nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian koperasi
beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat
dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.

keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

" diketahui.
: agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan

pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di:
Padatanggal:

AN. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BUPATI/WALIKOTA ..o
Kepala Dinas/Kantor.Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Kabupaten/Kota ................ *

1. MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM

2. GubernurProvinsi.........ccccceveeeenne

3. Bupati/Walikota, Kabupaten/Kota...............cccuveeeeenn.

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
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Lampiran 8

KODE SURAT
No. Daerah Kode

1 2 3

| NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ........ IBH e
1. Kab.AcehBarat | ..... IBHIAL e
2. Kab.AcehBesar |.... IBHN2/ .o
3. Kab.Aceh Selatan | ..... IBHIN3/ e
4. Kab.Aceh Singkii | ... IBHILA oo
5. Kab.AcehTengah  |.. [BH/ILS/ o
6. Kab.AcehTenggara | ...... IBH/LG/ .o
7. Kab.Aceh Timur | ... IBHIT] e
8. Kab.AcehUtara ~  |.... IBH/8/ e
9. Kab.Bireuen | ... IBHNLO/ e
10. Kab.Pide | /BH/I.10/
11. Kab. Simeles | ... /BH/L11/
12. KotaBandaAceh | .... /BH/I.12/
13. KotaSabang | ...... /BH/1.13/
14. Kab. Bener Meriah | ... /BH/1.14/
15. Kotalangsa | ...... /BH/.15/
16. Kab.AcehJaya [ ..... /BH/1.16/
17. Kota Lhoksumawe | ... J1=1 o L e
18. Kab.NaganRaya | .... /BHNAB/ oo,
19. Kab. Tamiang | ..... [BHILAY o
20. Kab.AcehBaratDaya | ...... [BH/IL20/ ..o
21. Kab.GayoLeus | ... IBHIN21/ o

I |SUMATERABARAT | ..... IBHI o .
1. Kab.Asahan | ...... IBHMNAL e
2. Kab.Daii | IBHML2/ .o
3. Kab.DeliSerdang ~  |... J=1 o |
4. Kab.LabuhanBatu ... IBHILA .o
5. Kab.Langkat | ...... IBHILS/ . e,
6. Kab.Nias ... IBHILG/ ..o
7. Kab.Simalungun | ... IBHILT] oo
8. Kab.Karo ... IBH/L8/ e
9. Kab. Tapanuli Selatan | ........ /BHILY oo
10. Kab. Tapanuli Tengah | ... /BHMAO/ v
11. Kab. Tapanuli Utara | ... IBHMNAN o
12. Kab. Toba Samosir |, BHMNA2/ oo
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13. Kota Binjai

14. Kota Medan

15. Kota Pematang Siantar
16. Kota Sibolga

17. Kota Tanjung Balai

18. Kota Tebing Tinggi

19. Kota Padang Sidempuan
20. Kab. Mandailing Natal
21. Kab. Humbang Hasundutan
22. Kab. Pakpak Barat

23. Kab. Nias Selatan

24. Kab. Samosir

25. Kab. Serdang Bergadai

SUMATERA BARAT

1. Kab. Agam

2. Kab. 50 Kota

3. Kab. Padang Pariaman

4. Kab. Pasaman

5. Kab. Pasisir Selatan

6. Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
7. Kab. Solok

8. Kab. Tanah Datar

9. Kab. Kepulauan Mentawai
10. Kota Bukit Tinggi

11. Kota Padang

12. Kota Pariaman

13. Kota Solok

14. Kota Padang Panjang
15. Kota Sawah Lunto
16. Kota Payakumbuh
17. Kab. Dharmasraya
18. Kab. Solok Selatan
19. Kab. Pasaman Barat

RIAU

1. Kab. Indragiri Hilir
2. Kab. Indragiri Hulu
3. Kab. Kampar

IBHIN o
IBHMAL (i
IBHINL2] (e
IBHML3/ o
IBHMLA oo
IBHMLS/ oo
IBHMLG/ ..o
IBHMLT] o
IBHMLS/ ..o
IBHILOL (e
/BHMLAO o
IBHMEAT e
IBHMAZ oo
IBHMEAS/ o
IBHMLAA, o
IBHILAS o
IBHMLAB ..o
IBHMLAT o
IBHMEAS/ .o
IBHLA o

IBHIVI .o
IBHIV A e
IBHIV.2/ .o
IBHIV.3/ .o
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4. Kab. Kuantan Sangingi ~ |......... IBHIIVA/ ..o
5. Kab.Palalawan | ... IBH/IV.5/ oo
6. Kab.RokanHilr | ... IBH/IV.6/ .o
7. Kab.RokanHulu ... 01=] VL AV 4
8. Kab.Siak | IBH/IV.8/ .ot
9. Kab.Bengkalis ... IBHIV.9/ .o
10. Kab.Dumai | IBHIV.AO/ oo
11. Kab.Pekanbaru | IBHIV A i
V |KEPULAUANRIAU | ... IBHNV oo .
1. Kab.Natuna | ..... IBHN AL e
2. Kab.KepulauanRiau | .... IBHN .2/ .o
3. Kab.Karimun | ... 1] o AV
4. Kab. Tanjung Pinang | ... IBHN A/ ..o
5. Kab.Batam ... IBHIV.5/ oo,
6. Kab.Lingga | IBHIV .6/ .ot
vt |(JAmBlL | IBHNI oo
1. Kab. Sorolangun | ... IBHNLAS e
2. Kab.MuaroJambi | ... IBHIVL2] .o
3.  Kab, Tanjung Jabung Timur | ... IBHIVL3/ e
4, Kab.Tebo | IBHIVLAL ..o
5. Kab.Batanghari | ... IBHVLS! oo,
6. Kab.Kerinci | IBHIVLG .o
7. Kab.Bunga ... IBHNVLT] oo,
8. Kab.Merangin | ...... IBHVLS/ .o
9. Kab. Tanjung Jabung Barat | ....... IBHIVLY oo
10. KotadJambi | IBHINVLAO/ o
Vil |SUMATERA SELATAN | ... IBHNI oo
1. Kab.Lahat | IBHNUAL o
2. Kab. Muara Enim | ... IBHNVIL2/ .o,
3.  Kab. Musi Banyuasin | ... IBHNVIL3/ o
4. Kab.MusiRawas | ..... IBHNVILAS .o
5.  Kab. Ogan Komering llir | ... IBHIVILS/ oo
6. Kab.Ogan KomeringUlu | ....... IBHNVILG/ ..o,
7. KotaPalembang | ... IBHINILT] o
8. KotaLubuk Linggau | ... IBHNVILS/ ..o
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9. KotaPagarAlam | ... IBHIVILO/ i

10. Kota Prabumulih | ... BHNINAO o

11. Kab.Banyuasin | ... BHNINA e,

12. Kab. Oku Timur | ... IBHNIA2/ e

13. Kab. Oku Selatan | ...... BHNVILAS/ e

14. Kab.Oganllir | ... IBHNIASS oo

Vil |BANGKABELITUNG | ..... IBHNI oo
1. Kab.Bangka ... BHNULAL o,

2. Kab.Beltung ... IBHIVIL2, i

3. Kota Pangkal Pinang | ... IBHIVIL3S i

4. Kab.BangkaBarat = |..... BHNNLA] ..o

5. Kab.Bangka Tengah | ... BHNULS o

6. Kab.Bangka Selatan | ... BHNULG/ v,

7. Kab. Belitung Timur | ... IBHNILT i

IX |BENGKULU . IBHIX o
1.  Kab.Bengkulu Selatan | ........ IBHIXAL o

2. Kab.Bengkulu Utara | ... IBH/IX.2/ oo

3. Kab.RejangLebong | ..... [BHAX.3/ o

4. Kab.Bengkuu | ..... IBHIXAL oo

5. Kab. Muko-Muko | ... IBHIX.S/ o

6. Kab.Seluma ... IBHIX.B/ ot

7. Kab.Kaur |l IBHIXT7] o

8. Kab.Kepayang | ..... IBHAX.8/ i

9. Kab.Lebong .. IBH/IX.O/ o

X |LAMPUNG | IBHIXI i .
1. Kab.Lampung Selatan | ....... IBHIX A o

2. Kab.Lampung Tengah | ... IBHIX.2 oo,

3. Kab. Kab. Lampung Utara | ........ IBHIX.3/ oo

4. Kab.Lampung Barat = |.... IBHIXAS oo

5. Kab. TulangBawang | ...... IBHIX.5/ oo

6. Kab.Tanggamus | ... IBHIX.B/ ..o

7. Kab.Lampung Timur | ... IBHIX. T/ oo

8. Kab.WayKanan | ... IBHIX.8/ oo

9. Kota Bandar Lampung | ... IBHIX.O oo

10. KotaMetro | ..... IBHIXA0/ o
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23. KotaBandung | ...... IBHIXINL23/ .o
24. Kota Cimahi | ... IBHIXNL24/ ...
25. KotaDepok | IBHIXNL25/ ..o
XIv |JAWATENGAH | ... IBHIXIV/ .o
1.  Kab.Banjarnegara | ... /BH/XIV.1/....
2. Kab.Banyumas | ..... IBHIXIV.2/ ..o
3. Kab.Batang = |.... IBHIXIV.3/ .o
4. Kab.Blora .. IBHIXIV.A ..o
5. Kab.Boyolai | IBHIXIV.5/ .o
6. Kab.Brebes | /BHIXIV.6/ ...
7. Kab.Cilacap | IBHIXIV. 7/ .o
8. Kab.Demak | /BHIXIV.8/ ...
9. Kab.Grobogan | ..... IBHIXIV.9/ .o
10. Kab.Jepara ... /BH/IXIV.A0/ ..o
11. Kab. Karanganyar ~ |..... /BH/XIV.11/
12. Kab. Kebumen | ... /BHIXIV.12/
13. Kab.Kendal ... /BH/XIV.13/
14. Kab.Klaten | ... /BH/XIV. 14/
15. Kab.Kudus | ... /BH/XIV.15/
16. Kab.Magelang | ...... /BHIXIV.A6/ ..o
17. Kab.Pati . IBHIXIVAT] oo
18. Kota Pekalongan | ... /BH/IXIV.A8/ ..o
19. Kab.Pemalang |...... IBHIXIV.A9 oo
20. Kab. Purbalingga | ..... /BH/IXIV.20/ .....ccovveeiaanne.
21. Kab. Purworeo | ... IBHIXIV.21/ oo
22. Kab.Rembang | ...... /BH/IXIV.22/ .....ccovvaeiaann
23. Kab.Semarang = | ... /BHIXIV.23/ ....ooeveiiaeen
24. Kab.Sragen | ... /BH/XIV.24/
25. Kab. Sukohario | ... /BH/XIV.25/
26. Kab.Tegal | /BH/XIV.26/
27. Kab. Temanggung | ... /BHIXIV.27/
28. Kota Surakarta | ... /BH/XIV.28/
29. Kab.Wonosobo | ... IBHIXIV.29/ ...
30. Kab. Wonogiri | ... IBH/IXIV.30/ ...
31. Kota Salatiga | ... IBHIXIV.31/ i
32. KotaMagelang | ... IBH/IXIV.32/ ...
33. KotaTegal | ..... /BHIXIV.33/ ..o
34. KotaSemarang | ... IBHIXIV.34/ ...
35. Kab. Pekalongan | ... IBH/XIV.35/ ...
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XV |DIYOGYAKARTA | ..... /BH/XVI.............
1. Kab.Bantul ... IBH/IXV.1/
2. Kab. Gunung Kidul | ... /BH/XV.2/
3. Kab.KulonProgo | ..... /BH/XV. 3/
4. Kab.Sleman | ... /BH/XV.4/
5. Kota Yogyakarta ~  |..... IBHIXV.5/ .o
Xvl |[JAWATIMUR ... IBHIXVI ..ot
1. Kab.Bangkalan | ..... /BH/XVI.1/
2. Kab.Banyuwangi = |..... /BH/IXVI.2/
3. Kab.Blitar | /BH/XVI.3/
4. Kab.Bojonegoro | ..... /BH/IXV1.4/
5. Kab.Bondowoso = |..... /BH/XVI.5/
6. Kab.Gresk ... /BH/XV1.6/
7. Kab.Jember | /BH/IXVI.7/
8. Kab.Jombang = | IBHIXVL8/ ..ot
9. Kab.Kedii | IBHIXVLY .o
10. Kab.Lamongan | .... IBHIXVIA0 .o
11. Kab.Lumajang | ...... IBHIXVIA (i
12. Kab. Madiun | ... IBHIXVIA2 (oo
13. Kab.Magetan | ..... IBHIXVIAS3 (o
14. Kab.Malang | ... IBHIXVIAAS .o
15. Kab. Mojokerto | ... IBHIXVIAS (oo
16. Kab.Nganjuk | ... IBHIXVIAG/ .o
17. Kab.Ngawi | ... IBHIXVIAT oo
18. Kota Pacitan | ..... IBH/IXVIEA8/ ...
19. Kab.Pamekasan | ..... IBHIXVIA9 (oo
20. Kab.Pasuruan ... IBH/IXVL20/ ....ccveiveieannne
21. Kab.Ponorogo | ..... IBHIXVI21/ (e
22. Kab. Probolinggo  |..... IBH/XVI.22/
23. Kab.Sampang | ... /BH/XVI.23/
24. Kab. Sidoario ... IBH/IXVI.24/
25. Kab. Situbondo | ... /BH/XVI.25/
26. Kab. Sumenep | ... /BH/XV1.26/
27. Kab.Trenggalek | ... IBH/IXVI.27/
28. Kab.Tuban ... /BH/XVI.28/
29. Kab. Tulunggagung  |..... IBHIXVIL29/ ..o
30. KotaBlitar | ... IBH/IXVL30/ ...
31. KotaKedii | IBHIXVE31 (o
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32. Kota Madiun | ..... IBHIXVL32/ ..o
33. KotaMalang | .... IBH/XVL33/ ...ocoveevaarne
34. Kota Mojokerto | ... IBHIXVL34] ...
35. Kota Pasuruan | ..... IBH/IXVL35/ oo
36. Kota Probolinggo | ..... IBHIXVL36/ ...
37. Kota Surabaya  |.... IBHIXVLEIT/ oo
38. KotaBatu | .... IBHIXVLE38 ..o
XVII |KALIMANTAN BARAT | ... IBHIXVI oo
1. Kab.Bengkayang ... IBHIXVILA oo
2. Kab.KapuasHulu | .... IBHIXVIL2/ .o
3. Kab.Ketapang | ...... IBHIXVILS/ .o
4. Kab.Landak | ... IBHIXVILA/ ..o
5. Kab.Pontianak | ..... IBHIXVILS/ .o,
6. Kab.Sambas = |..... [BHIXVILG/ ...
7. Kab.Sanggau | ..... IBHIXVILT .o
8. Kab.Sintang | ..... [BHIXVILS/ ...
9. Kota Singkawang | ... IBH/IXVILY ...,
10. Kota Pontianak | ... IBHIXVILAO/ o
11. Kab.Sekadau | ... IBHIXVILA o
12. Kab.Malawi | ... IBHIXVILA2/ .o
XVIIl | KALIMANTAN TENGAH | ... IBHIXVI oo
1. Kab.Barito Selatan | ... IBHIXVILAL i
2. Kab.BaritoUtara ~  |..... IBHIXVIL2/ oo
3. Kab.Kapuas | .... [BHIXVILS/ oo
4. Kab. Kotawaringin Barat | ... IBHIXVILAL .o
5. Kab. Kotawaringin Timur | ......... IBHIXVILS, oo
6. Kota Palangkaraya ~  |...... [BH/XVILG/ ....cooevvvaannne
7. Kab.Barito Timur | ... IBHIXVILT] oo
8. Kab.Sukamara = |..... IBHIXVILS/ ..o
9. Kab.Lamadau = |..... IBHIXVILYS oo
10. Kab. Kantngan | ... [BHIXVILAO .o
11. Kab.Pulau Pisau ~ |.. IBHIXVILAT (v,
12. Kab. GunungMas | ... IBHIXVIIA2Y o
13. Kab. MurungRaya ~ |...... IBH/XVILAZ oo
14. Kab.Seruyan | ... [BHIXVILAAS .o
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XIX |KALIMANTAN SELATAN | ... IBHIXIX/ oo
1. Kab.Banjar | IBHIXIX A o
2. Kab.BaritoKuala | ..... IBHIXIX.2/ .o,
3. Kab. Hulu Sungai Selatan | ........ IBHIXIX.3/ e
4. Kab. Hulu Sungai Tengah | ... IBHIXIXA/ ..o
5. Kab.Balangan | ..... IBHIXIX.5/ .o
6. Kab.KotaBaru |...... IBHIXIX.6/ ..o
7. Kab.Tabalong | ..... IBHIXIX. 7/ e
8. Kab.TanahlLaut | ..... IBHIXIX.8/ ..o
9. Kab.Tappn | IBHIXIX.9 .o
10. Kota Banjarmasin | ... IBH/IXIX A0/ e
11. KotaBanjarBaru | .... [BHIXIX A i
12. Kab. Hulu Sungai Utara | ....... [BHIXIX A2/ oo
13. Kab. TanahBumbu | ..... IBHIXIX A3/ o

XX |KALIMANTANTIMUR | ... IBHIXX o
1. Kab.Berau ... IBHIXX AL oo
2. Kab.Bulungan | ... IBHIXX.2/ ..ot
3. Kab. Kutai Timur | ... IBHIXX.3/ oo
4. Kab.KutaiBarat | ... IBHIXXA ..o,
5. Kab. Kutai Kertanegara | ........ IBHIXX.5 e
6. Kab.Malinau | IBHIXX.B/ ..o
7. Kab.Nunukan |, IBHIXX. 7] o
8. Kab.Pasir | IBHIXX.8/ ..o
9. Kab.PasirUtara | ..... IBHIXX.9 .o
10. Kota Balikpapan | ... IBHIXXA0/ e
11. KotaBontang | ..... IBHIXX A e
12. Kota Samarinda | ... IBHIXX A2/ e
13. KotaTarakan | ... [BHIXX A3 e

XI |SULAWESITENGGARA | ... IBHIXXI oo
1. Kab.Konawe ... /BH/XXI.1/
2. Kab.Muna | /BH/IXXI1.2/
3. Kab.Buton ... /BH/XXI.3/
4. Kab.Kolaka | ..... /BH/XX1.4/
5. Kab.Kendari | .... /BH/XXI.5/
6. Kab.BauBau | ..... /BH/XXI.6/
7. KotaKendari | ..... [BH/XXI.7/
8. Kab.Konsel ... /BH/XXI1.8/
9. Kab.Bombana | ..... /BH/XXI1.9/
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10. Kab. Kolaka Utara | ... /BH/XXI1.10/
11. Kab. Wakatobi | ... /BH/XX1.11/

XXl |GORONTALO | ... IBHIXXI .
1. Kab.Boalemo | ...... IBHIXXILAL o
2. Kab. Gorontalo | ..... IBHIXXIL2/ .o
3. Kota Gorontalo  |..... IBHIXXIL3, oo
4. Kab.BoneBolango | .... IBHIXXILAL ..o
5. Kab.Pahuwato | ...... /BHIXXILS, oo

XXl |SULAWESITENGAH | ... IBHIXXI o
1. Kab.Banggai | ..... /BH/XXIILAL.....
2. Kab. Banggai Kepulauan | ........ /BHIXXIN.2/.....
3. Kab.Buol | /BH/XXIIL3/.....
4. Kab.Donggala |..... /BH/XXIIL4/.....
5. Kab.Morowali |, /BH/XXIILS/.....
6. Kab.Poso | /BH/XXIIL6/.....
7. Kab.Toli-Toi | ..... /BH/XXIIL7/.....
8. Kab. ParigiMautong ~ |..... /BH/XXIILS/.....
9. KotaPau | /BH/XXIILY/.....
10. Kab.TojoUna-Una | .... /BH/XXIN.10/

XXIV |SULAWESI SELATAN | ... IBHIXXIV/ oo
1. Kab.BuluKumba | ..... IBHIXXIVA/ e
2. Kab.Barru | IBHIXXIV.2/ .o
3. Kab.Bone | [BHIXXIV.3/ .o
4. Kab.Enrekang | ... /BHIXXIV.A] ..o
5. Kab.Gowa |, /BHIXXIV.5/ .o
6. Kab.Jeneponto ... /BHIXXIV.6/ ..o
7. Kab.Palopo | IBHIXXIV.7] e
8. Kab.LuwuUtara |.... [BHIXXIV.8/ ..o
9. Kab.ParePare |..... IBHIXXIV.9 oo
10. Kab.Maros | ... /BHIXXIV.A0/ .o
11. Kab.Pangkep | ..... IBHIXXIV.A e
12. Kab.Pinrang | ... [BHIXXIV.A2 ..o
13. Kab. Selayar | ... /BHIXXIV.A3 oo
14. Kab.Sidrap | ... IBHIXXIV.AL, .o
15. Kab. Sinjai | ... IBHIXXIV.A5/ .o
16. Kota Soppeng | ... /BHIXXIV.A6/ ..
17. Kab.Takalar | ... IBHIXXIVAT ..o




2
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XXVI

XXVII

XXV

18. Kab. Tana Toraja
19. Kab. Wajo

20. Kota Makassar

21. Kab. Luwu

22. Kab. Luwu Timur
23. Kab. Bantaeng

SULAWESI UTARA

Kab. Minahasa

Kab. Sanghi Talaud

Kab. Bolaang Mangondow
Kota Menado

Kota Bitung

Kota Tomohon

Kab. Kep. Talaud

Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Utara

©RX NG A WM

SULAWESI BARAT

1.  Kab. Mamuju

2. Kab. Polewalli Mamasa
3. Kab. Majene

4. Kab. Mamasa

5. Kab. Mamuju Utara
BALI

1. Kab. Badung

2. Kab. Bangli

3. Kab. Buleleng

4. Kab. Gianyar

5. Kab. Jembrana

6. Kab. Karangasem

7. Kab. Klungkung

8. Kab. Tabanan

9. Kota Denpasar

NUSA TENGGARA BARAT

1. Kab. Bima
2. Kota Bima
3. Kab. Dompu

/BH/XXIV.18/
/BH/XXIV.19/
/BH/XXIV.20/
/BH/XXIV.21/
/BH/XXIV.22/
/BH/XXIV.23/

/BH/XXV/ .....
/BH/XXV.1/ ..
/BH/XXV.2/ ..
/BH/XXV.3/ ..
/BH/XXV.4/ ..
/BH/XXV.5/ ..
/BH/XXV.6/ ..
/BH/XXV.7/ ..
/BH/XXV.8/ ..
/BH/XXV.9/ ..

/BH/XXVI/ ...

/BH/XXVIA/ ...
/BH/XXVL.2/ ....
/BH/XXVL3/ ....
/BH/XXV1.4/ ....
/BH/XXVLS/ ....

/BH/XXVII/ ...
/BH/XXVII.1/
/BH/XXVII.2/
/BH/XXVII.3/
/BH/XXVI1.4/
/BH/XXVII.5/
/BH/XXVII.6/
[BH/IXXVIN.7/
/BH/XXVI1.8/
/BH/XXVII.9/

/BH/XXVIII/ ..
/BH/XXVIIL1/
/BH/IXXVIIL.2/
/BH/XXVIIL3/
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4. Kab.Lombok Barat | ..... [BHIXXVILA ..o
5. Kab.Lombok Tengah | ..... /BHIXXVIILS/ ...
6. Kab.Lombok Timur | ... IBHIXXVILG ..o
XXIX |NUSATENGGARATIMUR | ... IBHIXXIX/ oo
1. Kab.Alor ... IBHIXXIXAS it
2. Kab.Belu | IBHIXXIX.2/ oot
3. Kab.Ende | .... IBHIXXIX.3/ e
4. Kab. Flores Timur | ... IBHIXXIXA] ..o
5. Kab.Kupang | ..... [BHIXXIX.S5/ oo
6. KotaKupang | ...... /BHIXXIX.6/ oo
7. Kab.Lembata | ..... [BH/IXXIX.7/ ...
8. Kab.Menggarai = |.... /BH/IXXIX.8/ ....
9. Kab.Ngada | .... /BH/XXIX.9/ ....
10. Kab.Sikka ... /BH/XXIX.10/...
11. Kab. SumbaBarat | ..... /BH/XXIX.A1/...
12. Kab. Sumba Timur | ... /BH/XXIX.12/...
13. Kab. Timur Tengah Selatan | ........ /BH/XXIX.13/...
14. Kab. Timur Tengah Utara | ... /BH/XXIX.14/...
15. Kab.RoteNdao | ... /BH/XXIX.15/...
16. Kab. Manggarai Barat | ....... /BH/IXXIX.16/...
17. Kab. Larantuka | ... IBHIXXIXAT oo
XXX |MALUKU | IBHIXXX o
1. Kab. Maluku Tengah | ....... IBHIXXX AL v
2. Kab. Maluku Tenggara | ........ IBHIXXX.2/ oo
3. Kab. Maluku Tenggara Barat | ......... IBHIXXX.3/ oo
4. Kab.Buru | IBHIXXXA] oo
5. KotaAmbon | ..... IBHIXXX.5/ e
6. Kab.Aru | IBHIXXX.B/ e
7. Kab.SeramBarat = |..... IBHIXXX. T/ i
8. Kab.Seram Timur | ... /BHIXXX.8/ oo
XXXI |MALUKU UTARA | ... IBHIXXX e
1. Kab. Halmahera Barat ~  |....... IBHIXXXLAS e
2. Kab.Halmahera Tengah | ....... IBHIXXXL2] oo
3. KotaTernate | ... IBHIXXXL3/ oo
4. Kota Tidore Kepulauan | ......... IBHIXXXLA] .o
5. Kab. Halmahera Timur | ... IBHIXXXLS/ oo,
6. Kab.HalmaheraUtara | ...... IBHIXXXLG/ ..o
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7. Kab. Halmahera Selatan | ........ IBHIXXXLT] oo
8. Kab.KepulauanSula | ... IBHIXXXL8! e
XxXxu (PAPLA | IBHIXXXU o
1. Kab.Jayapura | ... IBHIXXXNAL e
2. Kab.Merauke | ... IBH/IXXXIL2/ oo
3. Kab.Jayawiaya = |...... IBHIXXXIL3/ e
4. KotaJayapura | ... [BHIXXXILA] oo
5. Kab. Nabire ... IBH/IXXXILS/ oo
6. Kab.Paniai .. IBHIXXXILG/ ..o
7. Kab.Biak Numfor | ... IBHIXXXILT] e
8. Kab.PuncakJaya | ..... IBHIXXXIL8/ oo
9. Kab.Mimka ... IBHIXXXILY ..o
10. Kab.Yapen ... IBH/IXXXILAO/ .o
11. Kab.Asmat ... IBHIXXXIA e
12. Kab. Boven Digoel | ... IBHIXXXNA2 oo
13. Kab. Keerom ... IBHIXXXIAS e
14. Kab.Mappi | IBHIXXXIAG oo
15. Kab. Pegunungan Bintang | ......... IBHIXXXIAS oo
16. Kab.Sarmi ... IBH/XXXILAB .o
17. Kab. Supiori | ... IBHIXXXIUAT oo
18. Kab. Tolikara | ... IBHIXXXIAB ..o
19. Kab. Waropen | ... IBH/XXXILA9 .
20. Kab. Yuhokimo | ... /BHIXXXI.20/ ..ot
XXXII |IRIAN JAYABARAT | ... IBHIXXXI .o
1. Kab.Fakfak ... IBHIXXXILAL o
2. Kab. Manukwari | ... IBH/IXXXIL2, .o
3. Kab.Sorong ... IBHIXXXULS, .
4. KoaSorong | IBHIXXXULAS .o
5. Kab.Kaimana | ...... IBH/IXXXILS, .o,
6. Kab. Teluk Wondama | .... IBHIXXXULG/ ..o
7. Kab.RajaAmpat | ... IBHIXXXNLT/ .o
8. Kab. Sorong Selatan | ... IBHIXXXULSY ..o
9. Kab. Teluk Bintinu | ... IBHIXXXHLY ..o
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Lampiran 9

KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

BUKU DAFTAR UMUM KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI/KAB/KOTA ........cccvvmrnrinnnnnnne *)

*) Sesuai dengan keadaannya (Meneg/Dinas)

o0k wh =

10.

1.

12.

13.

BUKU DAFTAR UMUM KOPERASI :

Nomor urut e
Nama Koperasi e
Tempat Kedudukan/Alamat  er——
Jenis Koperasi  eeee——
Kegiatan Usaha yang dilaksanakan e

Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta

Pendirian Koperasi  ——
Tanggal pengumuman Surat Keputusan Pendirian KoperaS|

dalam Berita Negara Pengsahan Akta e
Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi e
Tanggal pengumuman Surat Keputusan Perubahan

Anggaran Dasar Koperasi dalam Berita Negara PP
Nomor dan tanggal Surat Keputusan Anggaran

Pengesahan Perubahan Dasar Koperasi  ——
Tanggal pengumuman Surat Keputusan Perubahan

Anggaran Dasar dalam Berita Negara e
Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pembubaran

Koperasi PR

Tanggal Pengumuman Surat Keputusan Pembubaran
Koprasi dalam Berita Negara e

*) Disesuaikan
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Lampiran 10

KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

PERKOPERASIAN PROVINSI .........cccuu.. ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA .......ccccoeeuenne *)

.......................... Tanggal............
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permintaan pengesahan
Akta Pendirian Koperasi

KepadaYth.:
SAr. e
Pendiri Koperasi...........ccccccuveeenn.
di-

Sesuai surat Saudara nomor ............ tanggal ................. tentang Permintaan

pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan ini kami sampaikan bahwa
permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

Terhadap penolakan ini Saudara dapat mengajukan permintaan ulang selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak di terimanya surat penolakan ini.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
ATAU KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG

MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN PROVINSI/D.I. .......... ATAU
KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KAB/KOTA w......ovvororvrn. %)
[ )

(N1

*) Sesuaikan dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)
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Lampiran 11

KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

PERKOPERASIAN PROVINSI .........ccouue. ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA .......cccouenunns *)

.......................... Tanggal............
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permintaan Ulang
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

KepadaYth.:
SAr oo
Pendiri Koperasi...........cccceeuvnnnnnes
di-

Sesuai surat Saudara nomor .................... tanggal .......ccccoeviiiennnn tentang

Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan ini kami sampaikan
bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

Dengan penolakan ini Saudara tidak lagi dapat mengajukan permintaan ulang.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

PERKOPERASIAN PROVINSI ......... ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA .......vvoeerveereee. *)
[ )
(N1

*) Sesuaikan dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)
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Lampiran 12

Notulen Rapat Anggota
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Hariini PR UP PR PPRR PRI
Tanggal PP UPPPRRRN
Pukul D e S/ i wiB
Tempat : didalan........... (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota).
Pimpinan Rapat .o

Isi Rapat L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e r e e e e e aanee
Telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dihadirioleh ...................

orang peserta, denganpimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rapat Tuan /
Nyonya .....ccccceevvinneen.

- Pimpinan rapat menyampaikan agenda acara Rapatadalah: .............cccccccce.....
1 (Misalnya : membahas Anggaran Dasar Koperasi).
TSPV
TSRV R PRSP
4. AN SEIEIUSNYA. ..eiiiiiiiiiiie ittt

- Pesertarapat masing-masing menyampaikan ............... danseterusnya..........

- Pimpinanrapat menyampaikan kesimpulanrapat ..............cccccoiiiiiiiinieen.

- Pesertarapatmenyampaikan @ ...
1. Menyetujui.......coooeeeeeiiiiiiiiiieis (Misalnya Anggaran Dasar Koperasi)

2. MENYEIUJUIL ..t
3. DaN SELEIUSNYA. . .eeiiiiiiieiiiie et
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan akhirrapat.... danseterusnya.......

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua
Rapat menutup Rapatpadajam........... WIB(......... Waktu Indonesia Barat)...........

Dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, maka dibuatlah Notulen Rapat ini
untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. .............ccccocoiiiiiiiiiiiiieeeneee.

Wakil Peserta Rapat Pimpinan Rapat
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Lampiran 13

DATA AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(Pasal 12 UU No. 25/1992)

1. Nama
Tempat Kedudukan
NPWP
a. Nomor

b. Kantor Pelayanan yang mengeluarkan

4. Jenis

5. Pengesahan/Persetujuan Menteri Koperasi *)
Dan UKM Tanggal dan Nomor Pengesahan/

Persetujuan

6. Pendaftaran dalam Buku Daftar Umum terakhlr

Tanggal dan Nomor Pendaftaran

7. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

RI Terakhir Nomor dan Tahun Pengumuman

8. AktaPerubahan Tanggal dan Tempat

Kedudukan Notaris
9. BentukAkta Perubahan

10. Perubahan Ketentuan

. Notulen Rapat

Pasal/Status *)

Semua Berbunyi

Menjadi Berbunyi

87



1.

12.

13.

14.

88

Pemanggilan RapatAnggota:
a. Pemanggilan RAdilakukan oleh . Pengurus/Pengawas®)
b. Padatanggal e

c. Pemberitahuan akan diadakan RA. KoperaS|
tanggal pemberitahuan mengenai akan

diadakan RA s
d. Panggilan RATahunan pada Tanggal e
e. Panggilan RAPerubahanAD padatanggal: .........ccccooeiiiiiiiiiiniiceiiieene

f. Carapanggilan RAnama, tempat dantanggal
Penerbitan 2 (dua) surat kabar harian yang
Memuat panggilan mengenai akan diadakan

RAT N PR URUPRRTN
2

RA diadakan pada e ——————
Hari L
Tanggal e ————————
Jam e
Tempat e
Dengan Acara e ————————
a. Pimpinan rapat

Pengurus/Pengawasi............. /Anggota*)
b. Data pribadi Pimpinan Rapat

Nama lengkap e

Jabatan e

Jangka waktu keanggotaan PP TPRP PP tahun

Klasifikasi keanggotaan . penuh/calon/luarbiasa/

kehormatan*)

Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang telah ditetapkan oleh Koperasi e orang/BH.

b. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam rapat U UTUT PP orang/BH.
c. Keputusan rapat disetujui oleh suara yang
dikeluarkan dalam rapat e dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat



15. Keterangan lain-lain e

Dengan ini kami menyatakan bahwa data Akta Perubahan Anggaran Dasar ini
kamibuatdengan sebenarnya.

Pengurus
Cap/Tanda tangan materai

Nama Lengkap

Catatan Khaki:
*) Coretyangtidak perlu
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Lampiran 14

DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nama Koperasi
Tempat Kedudukani

NPWP
a. Nomor

(Pasal 12 UU No. 25/1992)

b. Kantor Pelayanan yang mengeluarkan

10. Perubahan Ketentuan

4. Jenis

5. Pengesahan/Persetujuan Menteri Koperasi*)
dan UKM Tanggal dan Nomor Pengesahan/
Persetujuan

6. Pendaftaran dalam Buku Daftar Koperasi terakhir
tanggal dan Nomor Pendaftaran

7. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
RI Terakhir Nomor dan Tahun Pengumuman

8. Akta Perubahan Tanggal dan Tempat
Kedudukan Notaris

9. Bentuk Akta Perubahan

. Akta BeritaAcara Rapat

/Akta Penyertaan
Keputusan Rapat *)

Pasal/Status *)

Semua Berbunyi

Menjadi Berbunyi
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11. Pemanggilan RapatAnggota:

a.
b.
c.

Pemanggilan RAdilakukan oleh
Padatanggal

Pemberitahuan akan diadakan RA. Koperasi
Tanggal pemberitahuan mengenai akan
Diadakan RA

Panggilan RATahunan pada Tanggal
Panggilan RAPerubahan AD pada tanggal
Cara panggilan RAnama, tempat dan tanggal
Penerbitan 2 (dua) surat kabar harian yang
Memuat panggilan mengenai akan diadakan
RAT

12. RA diadakan pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Acara

13. a.

Pimpinan rapat
Pengurus/Pengawasi............. /Anggota*)
Data pribadi Pimpinan Rapat

Nama lengkap

Jabatan

Jangka waktu keanggotaan

Klasifikasi keanggotaan

14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a.

Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang telah ditetapkan oleh Koperasi

Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam rapat

Keputusan rapat disetujui oleh suara yang
Dikeluarkan dalam rapat

suara yang dikeluarkan dalam rapat

. Pengurus/Pengawas®)

. penuh/calon/luarbiasa/

kehormatan*)

D e orang/BH.
D orang/BH.

D dari jumlah

91



15. Keterangan lain-lain PSPPI

Dengan ini kami menyatakan bahwa data Akta Perubahan Anggaran Dasar ini

kami buatdengan sebenarnya.

Pengurus
Cap/Tanda tangan materai

Nama Lengkap

*) Coretyang tidak perlu
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Lampiran 15

KOPERASI ...t
Nomor :
Lampiran . 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kopersi
(menyangkut perubahan bidang usaha)
Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian

Provinsi ........... atau Kepala Kantor//Kantor/Badan/Lembaga yang menangani
urusan perkopersian Kabupaten/Kota .............ccccoviiiniiciieee ).
(o [T

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran
dasar koperasi ..........ccceeeeeeeeennne sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersama ini kamilampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, satu diantaranya
bermaterai cukup,

2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi hasil

penggabungan/atau BeritaAcara,

Notulen Rapat dan daftar hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi,

Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,

Foto copy buku daftar anggota,

Nomor pokok wajib pajak,

Tanda Daftar Perusahaan Koperasi.

w

Nook~

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua, Sekretaris,

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.

93



Lampiran 16

KOPERASI ..o
Nomor :
Lampiran . 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kopersi
(menyangkut penggabungan koperasi)
Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian

Provinsi ........... atau Kepala Kantor//Kantor/Badan/Lembaga yang menangani
urusan perkopersian Kabupaten/Kota..............cccooeeiiiiiininiennnns ).
(o | I

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran
dasar Koperasi ........ccccvveeeeeennnen. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersama ini kamilampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, satu diantaranya
bermaterai cukup,

2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi hasil

penggabungan,

Notulen Rapat dan daftar hadir Rapat Anggota dari masing-masing Koperasi

yang bergabung,

Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung,

Neraca awal koperasi hasil penggabungan

Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,

Nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan,

Tanda Daftar Perusahaan Koperasi hasil penggabungan.

w

N oA

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua, Sekretaris,

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.
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Lampiran 17

KOPERASI .....coccciirriieesieeens
Nomor :
Lampiran . 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar
kopersi (menyangkut pembagian koperasi)
Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian

Provinsi ........... atau Kepala Kantor//Kantor/Badan/Lembaga yang menangani
urusan perkopersian Kabupaten/Kota ............cccccoviiiiiiiciineen. *).
o | T

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran
dasar koperasi ........cccccuvvvririnnnnns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersama ini kamilampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, satu diantaranya
bermaterai cukup,

2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi yang

dibagi,

Notulen Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi,

Neraca yang baru dari koperasi yang dibagi,

Daftar hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,

Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,

Nomor pokok wajib pajak koperasiyang dibagi,

Tanda Daftar Perusahaan Koperasi yang dibagi.

ONo O ~w

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua, Sekretaris,

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.
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Lampiran 18

KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIAN

DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

Nomor

Lampiran :

Perihal : Penerimaan permintaan pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar

Kepada Yth:
Pengurus Koperasi
di-

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara nomor ..................
tanggal ........ beserta lampiran-lampiran.

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya
bermaterai cukup,

6. danseterusnya**)

Telah kami terima pada tanggal ............. sesuai dengan ketentuan Undang-undang
nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka permintaan Saudara tersebut
segera diproses.

96



DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

PERKOPERASIAN PROVINSI ......vveorre. ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA..........vveerrveen... *)
[ )

NIP. ©ooeeeeeeee e

*)  Kop surat tanda terima disesuaikan dengan daerahnya (Pusat/ Provinsi/ Kab/
Kota)

**) Lampiran disesuaikan dengan jenis perubahan anggaran dasar yang
dilakukan (perubahan bidang usaha/penggabungan/pembagian koperasi).
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Lampiran 19

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi/Kabupaten/Kota : .........cccccorreivmriicericieennns *)

Menimbang

Mengingat

98

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA
Nomor : ........... IPADI.....cceeieerrernnn

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI ........ccoceiernene

BADAN HUKUM NOMOR ............ TANGGAL.............

a.

bahwa perubahan anggaran dasar Koperasi .................
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
anggota.

. bahwa perubahan anggaran dasar Koperasi .................

dilakukan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar
koperasi.

. bahwa isi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

........... tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992

tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 116 tahun 1992)

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lemabaran
Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1994)



Memperhatikan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth.

3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor :
123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaran
Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Surat permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi dari Pengurus Koperasi ............... Nomor ..............
tanggal.....

MEMUTUSKAN
Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ............
Badan Hukum Nomor ............ Tanggal ............ beralamat/
bertempatkedudukandi..........................

Merubah pasal-pasal sebagaimana pada Anggaran Dasar
Koperasi (terlampir).

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama,
alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku
Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
padatanggal

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...............
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi/Kabupaten/Kota ...........cccccceeeee. *)

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2.Gubernur/Bupati/Walikota ............ccccceevviiiieennis

*) sesuaikan dengan keadaan
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Lampiran 20

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN

PROVINSI ......ccoeiiriernenas ATAU DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
KABUPATEN/KOTA ......cccciererneeinesnneenns *)

................. Tanggal...........
Nomor
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan Pengesahan

perubahan Anggaran dasar Koperasi

KepadaYth.:

Sesuai surat Saudara nomor.....tanggal.....tentang permintaan
pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan ini kami sampaikan
bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

Dengan penolakan ini, Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN

PERKOPERASIAN PROVINSI .........ocorrnveee.... ATAU DINAS/KANTOR/
BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
KABUPATEN/KOTA.......coorrveen.e. *)
[ )

NIP. ceoooeeeeeeeeeee e

*)  Sesuaikan dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)
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PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA

Menimbang

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian

hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan
oleh Koperasi, dipandang perlu untuk
memberikan status badan hukum kepada
badan usaha Koperasi dengan pengesahan
akta pendiriannya oleh Pemerintah;

. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi
dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi
Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu
terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan
pengesahan oleh Pemerintah;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a dan b serta sesuai dengan pasal 13
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, dipandang perlu mengatur
persyaratan dan tata cara Pengesahan atas
akta pendirian dan perubahan anggaran dasar
Koperasi dalam Peraturan Pemerintah.
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Mengingat : 1. Pasal5ayat(2)Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3502).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh

para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat
anggaran dasar Koperasi;

2. Anngaran dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang
memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawab
meliputi Koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil.
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Pasal 2

(1) Menteri berwenang memberikan pengesahan terhadap akta
pendirian Koperasi dan pengesahan terhadap perubahan atas
anggaran dasar Koperasi, serta melakukan penolakan
pengesahannya.

(2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud
dalamayat (1), Menteri dapat menunjuk pejabat.

BAB Il
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta
pendiriannya disahkan Menteri.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pengesahanterhadap akta pendirian
Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan
permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
dengan melampirkan :

a. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya
bermaterai cukup;

b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk
pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan
pengesahan apabila ada;
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c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar
simpanan pokok;

d. Rencanaawal kegiatan usaha Koperasi.
Pasal 5

Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, kepada pendiri ayau keuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 6

(1) Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian
Koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian
anggaran dasar Koperasi;

a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan

b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan.

(2) Pengesahan atas akta pendirian koperasi ditetapkan dengan
keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan
terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara
lengkap.

(3) Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang
telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan
kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam
jangka wakttu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan
pengesahan ditetapkan.

Pasal 7

(1) Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian
Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut
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berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri
atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling
lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan
pengesahan secara lengkap.

(2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau
kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan
atas akta pendirian koperasi dalam waktu paling lama sau bulan
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

(3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2).

(4) Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenubhi
ketentuan dalam ayat (2) dan (3), menteri memberikan tanda
terima kepada pendiri atau kuasanya.

Pasal 8

(1) Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ualang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka
waktyu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya
permintaan ulang pengesahan secara lengkap.

(2) Dalam hal pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan,
Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan adan akta
pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan
pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat
tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung
sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

(3) Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian
Koperasi di tolak, Menteri menyampaikan keputusan penolakan
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serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dengan surat
tercatat dalam jangkja waktu paling lama tujuh hari terhitung
sejak keputusan penolakan ditetapkan.

(4) Keputusan Menteri terhadap permintaan ulang tersebut
merupakan keputusan terakhir.

Pasal 9

Apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 8
ayat (1), pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan
berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

(1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan
Koperasi sebelum akta pendirian Koperasi disahkan hanya
mengikat Koperasi, apabila setelah akta pendirian Koperasi
memperoleh pengesahan Menteri, Rapat Anggota secara bulat
menyatakan penerimaannya sebagai beban dan atau
keuntungan Koperasi.

(2) Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima
sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi oleh Rapat
Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum
tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggung
jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari
tindakan hukum tersebut.
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BAB Il
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Pasal 11

(1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan
keputusan RapatAnggota yang diadakan khusus untuk ini.

(2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan
Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya
dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga
perempat) darijumlah seluruh anggota Koperasi.

(3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran
dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh
paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi
yang hadir.

Pasal 12

(1)Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang
menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau
pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan
pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis
kepada Menteri.

(2)Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut
perubahan bidang usaha maka permintaan pengesahan
diajukan dengan melampirkan:

a. Dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah,
satu diantaranya bermaterai cukup.

b. Berita acara RapatAnggota.
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(3)Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut
penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan
pengesahan diajukan dengan melampirkan :

a. Dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah,
satu diantaranya bermateria cukup.

b. Berita acara RapatAnggota.

c. Neraca yang baru dari Koperasi yang menerima
penggabungan atau Koperasiyang di bagi.

Pasal 13

Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran
dasar Koperasi telah dilakukan sesuai dengan
ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada
pengurus Koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima

Pasal 14

(1)Menteri memberikan pengesahan terhadap anggaran dasar
Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan
penelitian perubahna tersebut:

a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25
Thaun 1992 tentang Perkoperasian; dan

b. Tidak bertentangan dengan ketertibna umum dan kesusilaan.

(2)Pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi
ditetapkan dengan Menteri dalam jangka waktu paling lama satu
bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan
secara lengkap.

(3)Surat keputusan pengesahan dan anggaran dasar Koperasi
hasil perubahan yang telah mendapatkan pernyataan
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pengesahan disampaikan kepada pengurus atau kuasanya
dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari
terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 15

(1) Dalam hal permintaan pengesahan atas perubahan anggaran
dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta
alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau
kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama
satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan
secaralengkap.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggaran
dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 16

(1) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi
yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan
permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil
pembagian.

(2) Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dan
pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu yang bersamaan.

Pasal 17

Apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 ayat
(1), pengesahan akta perubahan anggaran dasar Koperasi
diberikan berdasarkan kekuatan Parturan Pemerintah ini.
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Pasal 18

(1) Perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut
perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian
Koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat satu
bulan sejak perubahan dilakukan.

(2) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Pengurus dalam media
massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan
sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-
kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling
kurang empat puluh lima hari.

(3) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) dan (2),
perubahan anggaran dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain
yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB IV
PENGUMUMAN PENGESAHAN

Pasal 19

(1) Pengesahan akta pendirian Koperasi atau pengesahan
perubahan anggaran dasar Koperasi diumumkan oleh Menteri
Dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibebankan pada Pemerintah.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Akta pendirian Koperasi yang telah memperoleh pengesahan
dan anggaran dasar Koperasi beserta seluruh perubahannya
dihimpun dalam suatu daftar umum.

(2) Daftar umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka
untuk umum; dan setiap orang dapat memperoleh salinan akta
pendirian maupun anggaran dasar Koperasi atas beban biaya
sendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh ketentuan
yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan
akta pendirian Koperasi dan pengesahan perubahan anggaran
Koperasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mmerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

111



Ditetapkan di Jakarta
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI

. UMUM

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
menetapkan bahwa, Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus
gerakan ekonomi rakyat mempunyai tujuan untuk memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Agar Koperasi dapat melakukan fungsi dan peranannyasecra
efektif, maka kepada Koperasi perlu diberikan status badan hukum.
Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendiriannya
memperoleh pengesahan dari Pemerintah dan selanjutnya
bertindak secara mandiri melakukan tindakan-tindakan hukum
sesuai maksud dan tujuannya.

Dengan menyadari dinamika kegiatan ekonomi, tidak tertutup
bagi Koperasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan
melakukan perubahan antara lain terhadap anggaran dasarnya.

Perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut
perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian
Koperasi merupakan perubahan yang sangat mendasar, oleh
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karena itumemerlukan pengesahan Pemerintah. Dalam hal-hal
selain ketiga hal tersebut, perubahan cukup dilaporkan kepada
Pemerintah dan diumumkan dalam media massa setempat.

Wewenang dan tanggung jawab pengesahan akta pendirian
Koperasi dan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi ada
pada Menteri dan lingkup tanggung jawab di bidang Koperasi dan
pembinaan Pengusaha Kecil.

Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau
pengurus wajib memenuhi persyaratan dan tat cara yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya, pengesahan akta pendirian dan perubahan
anggaran dasr dalam Berita Negara Republik Indonesia, agar
diketahui umum.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 3
Status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam

maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun
anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah
Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan
hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan
untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Pasal 4
Ayat (1)

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian
Koperasi dapat dilakukan oleh para pendiri, atau oleh pihak lain
yang diberikan kuasa khusus secara tersendiri atau dalam rapat
pembentukan Koperasi. Dalam hal permohonan pengesahan
diajukan oleh pendiri, maka surat permohonan tersebut cukup
ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua orang pendiri dan
untuk selanjutnya seluruh persuratan yang berlangsung dalam
rangka pengesahan akta pendirian Koperasi yang
bersangkutan dialamatkan kepada para pendiri yang
menandatangani surat permohonan tersebut.

Ayat (2)
Hurufa
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Surat bukti penyetoran modal dapat berupa surat

keterangan yang dibuat oleh Pendiri Koperasi, tetapi
keterangan tersebut harus menggambarkan jumlah
sebenarnya modal yang telah disetor. Simpanan pokok
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merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar
oleh Anggota Koperasi pada waktu masuk menjadi
anggota koperasi.

Hurufd
Rencana awal kegiatan usaha dibuat secara sederhana

berdasarkan studi kelayakan dan tidak dapat dipakai
sebagai alasan penolakan pengesahan fakta pendiri
koperasi, tetapi dimaksudkan untuk digunakan dalam
rangka pembinaan selanjutnya.

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Ayat (1)
Isi anggaran dasar yang diteliti antara lain mengenai
keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang

usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Akta pendirian Koperasi yang bermaterai diserahkan
kepada pendiri, dan yang tidak bermaterai sebagai

pertinggal.

Pasal 7
Ayat (1)
Pemberitahuan penolakan pengesahan akta pendirian
Koperasi harus dilakukan secepat mungkin agar para
Pendiri yang bersangkutan dapat memperbaiki dan atau
melengkapi persyaratan pada waktu mengajukan
permintaan ulang.
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Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini menegaskan bahwa, apabila Menteri menolak
permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian, maka
Pendirian tidak dapat lagi mengajukan permintaan ulang
pengesahan akta pendirian Koperasi yang sama.

Pasal 9
Dengan ketentuan ini, apabila Menteri tidak memberikan

keputusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka
status badan hukum Koperasi diberikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 10
Ayat (1)
Denganketentuan ini, tindakan hukum yang dilakukan para
pendiri sebelum akta pendirian Koperasi disahkan tidak
otomatis mengikat dan atau beralih menjadi tanggung jawab

Koperasi meskipun Koperasi telah memperoleh status
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badan hukum. Karena tidak semua anggota Koperasi
merupakan pendiri, maka sewajarnya apabila Rapat
Anggotalah yang menentukan tindakan hukum yang mana
yang mengikat Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Perubahan Anggaran Dasar pada prinsipnya diserahkan
pengaturannya pada Anggaran dasar Koperasi yang
bersangkutan. Namun demikian, apabila Anggaran Dasar
tidak mengatur mengenai perubahan Anggaran Dasar atau
mengatur dalam persyaratan yang lebih rendah dari
ketentuan dalam peraturan ini, maka ketentuan dalam pasal
ini berlaku bagi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang
bersangkutan.

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 12
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Ayat (1)

Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut ketiga hal
tersebut merupakan perubahan yang mendasar dalam
struktur Koperasi yang bersangkutan, bahkan secara tidak
langsung akan mempengaruhi sistem ekonomi di mana
Koperasi itu melakukan kegiatan. Oleh karena itu,
perubahan yang menyangkut perubahan bidang usaha,
penggabungan atau pembagian Koperasi perlu disyahkan
Menteri.



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak melarang perubahan anggaran dasar

Koperasi selanjutnya, tetapi hanya untuk mengatasi
kekosongan hukum apabila perubahan Anggaran dasar
tidak disahkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dengan ketentuan ini, terhadap permintaan pengesahan
akta pendirian Koperasi baru akibat pembagian Koperasi
berlaku prosedur pengajuan permintaan pengesahan yang
berbeda dari yang diatur dalam Bab Il Peraturan Pemerintah

119



ini. Pada dasarnya pengesahan atas perubahan Anggaran
Dasar Koperasi tidak akan diberikan apabila nantinya akta
pendirian Koperasi baru hasil pembagian tidak disahkan,
dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kedua hal
tersebut harus berlangsung bersamaan.

Pasal 17
Perhatikan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah

ni.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini memuat persyaratan yang minimal, sehingga
dapat saja Pengurus Koperasi mengumumkan adanya
perubahan anggaran dasar Koperasi di tempat lain,
misalnya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)
Terhadap pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi,
seperti antara lain kreditur dan mitra usaha, perlu diberikan
perlindungan yang memadai dari kemungkinan kerugian
yang timbul akibat perubahan Anggaran Dasar yang terjadi
diluar sepengetahuan mereka.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pengesahan atas akta pendirian
Koperasi” adalah pengesahan yang diberikan oleh Menteri
dan pengesahan yang diberikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini. Pengumuman dalam Berita Negara Republik
Indonesia memuat nama dan tempat kedudukan Koperasi,
niomor dan tanggal badan hukum, nomor dan tanggal
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keputusan pengesahan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Untuk memperoleh salinan dokumen dimaksud, tidak jarang

diperlukan biaya fotokopi. Dengan ketentuan ini, maka setiap
orang yang ingin mendapatkan salinan dokumen yang dimuat
dalam daftar umum tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya
apapun kecuali untuk fotokopi.

Pasal 21
Cukupjelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3540
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MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 123/Kep/M.KUKM/X/2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DALAM RANGKA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN,

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASI PADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa pengesahan akta pendirian,
perubahan anggaran dasar dan pembubaran
koperasi merupakan wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah, yang dalam
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri
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Mengingat

1.

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

Bahwa untuk efektifitas dan efesiensi
pemberian pelayanan pengesahan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri
dapat melimpahkan wewenang tersebut
kepada pejabat yang secara teknis
bertanggung jawab dalam bidang
Perkoperasian di tingkat Provinsi/DI dan
Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Koperasi da n Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam
Rangka Pengesahan Akta Pendirian,
Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-undang R.l. Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.1.
Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan
Lembaran Negara R.l. Nomor : 3502);

Undang-undang R.l. Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara R.l. Tahun 1999 Nomor : 60,
Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor :
3839);
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. Undang-undang R.l. Nomor 34 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999
Nomor : 146, Tambahan Lembaran Negara
R.l. Nomor: 3877);

. Undang-undang R.l. Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara R.l. Tahun 2003 Nomor : 47,
Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor :
4286);

. Undang-undang R.l. Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara R.l. Tahun 2004 Nomor :5, Tambahan
Lembaran Negara R.l. Nomor : 4355);

. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun

1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara
R.I. Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan
Lembaran Negara R.l. Nomor : 3540);

. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 17 Tahun

1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah (Lembaran Negara R.l. Tahun
1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor : 3549);

. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan



10.

1.

12.

13.

14.

kewenangan Provinis sebagai Daerah
Otonom. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000
Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara R.1.
Nomor: 3952);

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara R.l. Tahun
2001 Nomor : 62, Tambahan Lembaran
Negara R.l. Nomor:4095);

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 52 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara R.l. Tahun
2001 Nomor : 77, Tambahan Lembaran

Negara R.l. Nomor:4106);
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 101 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Menteri negara;

Keputusan Presiden R.l. Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Intruksi Presiden R.l. Nomor 18 Tahun 1998
tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perkoperasian;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor

70/KEP/MENEG/ XI/2001 tentang
Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Menteri
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
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Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

15.Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan menengah Nomor
104.1/Kep/M.KUKM/ X/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Gubernur sebagai pejabat yang
berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai
penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran
dasar dan pembubaran koperasi primer dan
koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili
lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah
Provinsi/DIl yang bersangkutan.

Menunjuk Bupati/walikota sebagai pejabat yang
berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai
penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran
dasar dan pembubaran Koperasi primer dan
koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili
diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Khusus Provinsi DKI Jakarta menunjuk Gubernur
sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas
nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan menengah sebagai penyelenggara tugas
pembantuan dalam rangka pengesahan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar dan
Pembubaran Koperasi primer dan koperasi
sekunder yang anggotanya berdomisili disatu
wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dan Koperasi
Primer dan Sekunder yang anggotanya
berdomisili pada lebih dari satu kota di provinsi
DKl jakarta.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan
keseragaman administrasi pengesahan badagn
hukum koperasi di seluruh Indonesia maka kepala
surat atau kop surat yang di pergunakan dalam
rangka pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar danpembubaran Kkoperasi,
menggunakan kop surat, Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
dengan logo burung garuda.

Penanda tanganan Surat Keputusan Pengesahan
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan
Pembubaran Koperasi dilakukan oleh pejabat
sebagai mana di maksud dalam DIKTUM
PERTAMA, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM
KETIGA Surat Keputusan ini, untuk dan atas
nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dengan dibubuhi stempel Pejabat
yang menandatangani Surat Keputusan yang
bersangkutan
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

KESEMBILAN :

KESEPULUH :

128

Contoh penggunaan kop surat dan
penandatanganan Surat Keputusan Pengesahan
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan
Pembubaran Koperasi oleh Pejabat sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan
DIKTUM KELIMA adalah sebagaimana terdapat
padalampiran|, lldan Il

Pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang
sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA dan
DIKTUM KETIGA, dilaksanakan oleh Kepala
Dinas/Kantor/Badan/ Lembaga yang menangani
urusan perkoperasian didaerah Provinsi/DI dan
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Gubernur dan Bupati/Walikota agar
menyampaikan tembusan Surat Keputusan
Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan
Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi yang
telah dikeluarkan kepada Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk
selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Biaya yang timbul sebagai akibat
penyelenggaraan tugas pembantuan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Dengan berlakunya keputusan ini maka
Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan



Usaha Kecil dan Menengah Nomor
21/KEP/MENEG/IV/2001 tanggal 26 April 2001
tentang penunkukan pejabat yang berwenang
untuk memberikan pengesahan akta pendirian
dan perubahan anggaran dasar koperasi serta
pembubaran koperasi dinyatakan tidak berlaku
lagi.

KESEBELAS : Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta
Padatanggal 6 Oktober 2004

%,

%
N 42 _J y4
Ecot /; 3

Iafarwan Hanan
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Lampiran| . Keputusan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
Tanggal : 6 Oktober 2004
Tentang . Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran
Dasar dan Pembubaran Koperasi
pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASIDIDAERAH PROVINSI

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR ...
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2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN':

A.n. Menteri negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
GUDEINUL ...

Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal : 6 Oktober2004

Menteri Negara

Alimarwan Hanan
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Lampiran I

Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

: 123/Kep/M.KUKM/X/2004
: 6 Oktober 2004
: Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi pada
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASIDIDAERAH KABUPATEN

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

BUPATI
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2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
BUPAL -
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Lampiran Il

Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

: 123/Kep/M.KUKM/X/2004
: 6 Oktober 2004
. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi pada
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

KOPERASIDIDAERAH KOTA

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

WALIKOTA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
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2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
WaliKOta ...

Ditetapkandi :Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2004
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MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 124/Kep/M.KUKM/X/204
TENTANG

PENUGASAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASI DI TINGKAT NASIONAL

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pengesahan akta pendirian,
perubahan anggaran dasar dan pembubaran
koperasi merupakan wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah, yang dalam
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
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Mengingat

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi

1.

pemberian pelayanan pengesahan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri
dapat melimpahkan wewenang tersebut
kepad apejabat yang secara fungsional
bertugas dan bertanggungjawab dalam
bidang kelembagaan koperasi
menyelesaikannya dilingkungan Kementrian
Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
mana dimaksud pada huruf a dan b,
dipandang perlu mengeluarkan Surat
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia tentang penugasan Pejabat yang
Berwenang untuk memberikan Pengesahan
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi di Tingkat
Nasional.

Undang-undang R.I. Nomor : 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
R.l. Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan
Lembaran Negara R.l. Nomor : 3502);

. Undang-undang R.l. Nomor : 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara R.l. Tahun 1999 Nomor : 60,
Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor :
3839);
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. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara R.l. Tahun 2003 Nomor : 47,
Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor :
4286);

. Undang-undang R.l. Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara R.l. Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan
Lembaran Negara R.l. Nomor : 4355);

. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 4 Tahun

1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara
R.I. Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan
Lembaran Negara R.l. Nomor : 3540);

. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 17 Tahun

1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah (Lembaran Negara R.l. Tahun
1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran
Negara R.l. Nomor: 3549);

. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Provinis Sebagai Daerah
Otonom. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000
Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara R.1.
Nomor : 3952);

. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 101 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,



Menetapkan
PERTAMA

10.

11.

12.

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Menteri negara,;

Keputusan Presiden R.l. Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Intruksi Presiden R.l. Nomor 18 Tahun 1998
tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perkoperasian;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001
tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan menengah Republik
Indonesia Nomor :
104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menugaskan Deputi Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah bidang Kelembagaan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai
pejabat yang berwenang untuk dan atas nama
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah memberikan pengesahan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi primer dan sekunder yang
anggotanya berdomosili lebih dari satu
Provinsi/DI.

Penandatangan Surat Keputusan Pengesahan
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan
Pembubaran Koperasi dilakukan oleh pejabat
sebagaimana DIKTUM PERTAMA Surat
Keputusan ini, untuk dan atas nama Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
dengan dibubuhi stempel pejabat yang
menandatangani Surat Keputusan yang
bersangkutan.

Pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang
sudah disahkan sebagaimana dimaksud
DIKTUM PERTAMA, dilaksanakan oleh
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

Dengan berlakunya keputusan ini maka
Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil dan menengah Nomor
21/KEP/MENEG/IV/2001 tanggal 26 April 21
tentang penunjukan pejabat yang berwenang
untuk memberikan pengesahan akta pendirian
dan perubahan anggaran dasar koperasi serta
pembubaran koperasi dinyatakan tidak berlaku
lagi.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :Jakarta
Padatanggal :6 Oktober2004
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